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MOTTO :  

Ingatlah olehmu akan nikmatKu yang telah Aku karuniakan kepadamu, dan 

sesungguhnya Aku telah pernah memuliakan kamu atas bangsa-bangsa  

(Q,S. Al-Baqarah ujung ayat 47). 
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ABSTRAK 

 

SANKSI PIDANA TERHADAP PEMILIK SENJATA API LEGAL YANG 

DISALAHGUNAKAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA 

SESEORANG 

 

Oleh  

ANDRI SAPUTRA 

 

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana sanksi pidana terhadap pemilik senjata api legal 

yang disalahgunakan, yang mengakibatkan matinya seseorang dan Apa upaya 

pencegahan supaya tidak terjadi penyalahgunaan senjata api legal 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang bersifat 

deskriptif, untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode penelitian langsung atau metode pengambilan data dan didukung oleh data 

kepustakaan. 

Teknik pengelolahan data dilakukan dengan menerapkan cara content analisis 

terhadap data tekstular dan mempergunakan metode kwalitataif terhadap bahan - 

bahan yang dikumpulkan dari lapangan untuk kemudian dikonstruksikan ke dalam 

suatu kesimpulan, Sanksi Pidana Terhadap Pemilik Senjata Api Legal Yang 

Disalahgunakan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang, Dapat dikenakan 

tuntutan pidana terhadap pelaku pembunuhan sesuai dengan Pasal 338 Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana dengan ancaman saksi pidana penjara paling lama 

lima belas tahun penjara, dan Upaya Pencegahan Supaya tidak Terjadi 

Penyalahgunaan Senjata Api Legal, adalah Sesuai dengan Undang-undang Nomor 

8 Tahun 1948 tentang Senjata api, pendaftaran, dan izin pemakaian, dilakukannya 

razia dari pihak tertentu, pemeriksaan kesehatan bagi pemegang senajata api 

tersebut. 

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Senjata Api, dan Matinya Seseorang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan 

pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan 

kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat 

indonesia. hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai 

kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang 

adil, makmur dan sejahtera. masyarakat dikatakan sejahtera apabila 

tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang 

harmonis hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat 

berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan 

masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan 

norma yang berlaku di masyarakat. 

Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang 

berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan 

masyarakat indonesia mengalami krisis moral, hal tersebut dapat dilihat 

dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran. 

Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap 

tingkat  kesejahteraan  masyarakat.  Masyarakat  dengan  tingkat 

kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma 
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atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi 

kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan 

tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang di gunakan ada yang 

melanggar dan tidak melanggar norma hukum. 

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat 

adalah pembunuhan. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini 

sangat memungkinkan orang untuk menyelesaikan masalah dengan cara 

kekerasaan. Dengan berkembangnya tindak pidana pembunuhan maka 

berkembang pula permasalahan-permasalahan lainnya. Salah satu yang 

sering dilakukan adalah tindak pidana pembunuhan dengan kekerasan. 

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara 

bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaat peraturan-peraturan yang 

ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu 

lembaga yang berwenang. Namun walaupun telah ada peraturan-

peraturan yang telah dikeluarkan,masih ada saja yang melanggar 

peraturan tersebut, misalnya dalam hal pencurian yaitu mengambil barang 

milik orang lain yang bertentangan dengan hak orang lain kejahatan ini 

di atur dalam buku ke II Kitap  Undang-undang hukum pidana yang di 

singkat dengan KUHP. 

KUHP adalah sumber pokok hukum pidana materil, dimana 

memuat tentang aturan umum hukum pidana dan rumusan tindak pidana 

tertentu, yang mana pembuatan-pembuatan tersebut  dilarang untuk 
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dilakukan orang yang disertai ancaman pidana tertentu bagi barang siapa 

yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan itu maka akan 

dikenakan sanksi menurut Undang-undang yang berlaku. 

Istilah tindak pidana sering di gunakan oleh pembuat Undang-

undang sebagai terjemahan dari Delict,kata “delik” berasal dari bahasa 

latin yakni delictum, dan dalam bahasa belanda disebut delict. Delik 

adalah Tindak pidana atau perbuatan pidana.1) 

Maka dari pengertian delik diatas yang sering digunakan oleh 

negara kita yaitu menurut Pasal 1 ayat (1) Kitab           Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan boleh 

dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam Undang-undang 

yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan”. Perbuatan dan orang 

yang melakukannya sama sekali tidak dapat dipisahkan. 

Tindak pidana merupakan permasalahan yang secara terus menerus 

memerlukan perhatian yang serius dari semua pihak, baik oleh alat 

Negara penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Banyak 

usaha maupun upaya dilakukan oleh para pihak penegak hukum untuk 

menekan laju angka pertumbuhan tindak pidana, akan tetapi tindak 

pidana masih tetap terjadi. 

                                                           
1 ) J.C.T Simorangkir dkk, 2009, Kamus Hukum, sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35. 
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Tindak pidana yang terjadi sangat bervariasi, mulai dari penipuan, 

pencurian, penganiayaan, dan juga pembunuhan, yang semuanya 

dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok. Sedangkan modus 

operandinya terhadap beberapa tindak pidana masih menggunakan cara-

cara konvensional. Demikian pula sasarannya masih bersifat materil 

(ekonomis) dan hanya pada tindak pidana tertentu saja yang non materil, 

dimana menodongkan senjata itu tidak hanya pada spesifikasi tindak 

pidana pembunuhan dengan cara kekerasaan melainkan motif dendam. 

Didalam kehidupan bermasyarakat tindak pidana kekerasaan 

dengan membunuh ini termasuk dalam katagori kejahatan terhadap 

hilangnya nyawa seseorang, dimana yang sering terjadi diwilaya hukum 

indonesia, sehingga dalam kenyataan telah terbukti bahwa pembunuhan 

dengan cara kekerasaan ini hanya dapat dicegah dan di tanggulangi, akan 

tetapi sulit untuk di berantas dengan tuntas . semakin tinggi kemampuan 

manusia. Manusia justru menimbulkan dampak negatif yang antara lain 

berupah semakin canggihnya cara-cara yang dipergunakan untuk 

melakukan kejahatan. 

Adapun alat yang  digunakan untuk melakukan tindak pidana 

pembunuhan dengan kekerasaan ini berupa : senjata tajam, senjata benda 

tumpul, dan senjata api baik yang legal maupun ilegal. Dimana senjata 

tajam meliputi : golok, pisau, silet, celurit, pedang dan lain sebagainya. 

Sedangkan senjata benda tumpul meliputi : kayu balok, serta batu. Senjata 
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api yang legal yaitu senjata api yang telah memiliki surat izin. Sedangkan 

senjata api yang ilegal yaitu senjata api yang tidak memiliki surat izin 

yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang meliputi : senjata 

api rakitan kecepek,dll 

Beberapa tindak pidana yang terjadi seperti Pencurian, 

pembunuhan, seperti yang sering diberitahukan oleh media massa, pelaku 

tidak jarang menggunakan senjata api, padahal sesunggunya ketentuan 

mengenai senjata api sudah di atur sejak tahun 1951, melalui UU 

No.12/Drt 1951 

Pasal 1 Ayat (1) berbunyi: 

 Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, 

menerima, mencoba memperoleh , menyerahkan menguasai, 

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam 

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan 

mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata 

api, amunisi, atau, sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman 

mati atau hukuman penjara seumur hudup atau hukuman penjara 

sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. 

 

  Dari pasal 1 ayat (1) tersebut diatas, jelas bahwa perbuatan 

membawa dan menggunakan senjata api bagi yang bukan profesi atau 

alasan tertentu yang memperolehkan untuk membawa dan 

menggunakan senjata api. Merupakan perbuatan yang dilarang 
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Undang-Undang dan diancam dengan pidana mati atau pidana 

penjara. 

Senjata api adalah senjata yang mampu mengeluarkan satu atau 

sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak. Adapun pengertian 

senjata api dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 

yaitu: 

Senjata api dan amunisi adalah segala barang sebagaimana 

diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata api 

(Vuurwapenregeling in-uit-, doorvoer en lossing) 1936 ( stbl.1937 

no.170), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata 

yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang 

ajaib (merkwaardigheid), bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak 

dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat 

dipergunakan. 

Walaupun secara yuridis formal (dengan diberlakukannya 

Undang-undang No.12/Drt/1951. Tentang senjata api, bahan peledak, 

amunisi, senjata pemukul, senjata penikam,senjata penusuk),  telah 

diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau 

pidana sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun terhadap pelaku 

tindak pidana yang menggunakan senjata api illegal. Kadang-kadang 
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senjata api legal sering disalahgunakan oleh seseorang dalam 

melakukan tindak pidana kejahatan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulisan tertarik 

untuk mengkaji lebih mendalam, yang akan disajikan dalam sebuah 

karya ilmiah yang berupa Skripsi dengan judul “SANKSI PIDANA 

TERHADAP PEMILIK SENJATA API LEGAL YANG 

DISALAHGUNAKAN,YANG MENGAKIBATKAN MATINYA 

SESEORANG” 

 

B. Permasalahan 

 Dari latar belakang di atas dapat ditarik permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pemilik senjata api? 

2. Apa upaya pencegahan supaya tidak terjadi penyalahgunaan senjata 

api legal? 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan  

Agar penelitian dan pembahasan penulisan ini mencapai sasaran 

maka perlu pembatasan ruang lingkup masalah. Berdasarkan 

permasalahan pokok dalam skripsi ini, ruang lingkup permasalahan yang 
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membicarakan “Sanksi Pidana Terhadap Pemilik Senjata Api Legal Yang 

Disalahgunakan,Yang  Mengakibatkan Matinya Seseorang” 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

untuk: 

1. Mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pemilik senjata api legal 

yang disalahgunakan,yang mengakibatkan matinya seseorang. 

2. Apa upaya pencegahan supaya tidak terjadi penyalahgunaan senjata 

api legal. 

3. sekaligus diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan 

khususnya bidang hukum pidana serta merupakan sumbangan 

pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater. 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara definisi-definsi atau konsep-konsep 

khusus yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam 

penelitian iniperlu dikemukakan beberapa definisi operasional 

sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalah, antara 

lain : 



9 

 

1. Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai 

perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya2. 

2. Unsur-Unsur tindak pidana yang ada hubungannya dengan keadaan 

yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu 

harus dilakukan terdiri dari, sifat melanggar hukum dan Kualitas dari 

si pelaku 

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana adalah Membagi suatu kelompok benda 

atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat 

sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang 

mengklasifikasiakan  atau mengelompokan, yaitu menurut dasar apa 

yang diinginkan,demikian pula halnya dengan tindak pidana. 

4. Pengertian Senjata Api adalah senjata yang mampu melepaskan 

keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak. 

E. Metode Penelitian 

Dalam rangka pengumpulan data guna penelitian ini, maka penulis 

mempergunakan metode penelitian kepustakaan/library researeh. Metode 

ini dimaksudkan untuk mencari dan menumpulkan data sekunder yaitu 

data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan mempelajari dan 

                                                           
2) Barda Nawawi Arief,  Efektifitas Pidana Penjara, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1995. Hlm 9 
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menelaah buku-buku, peraturan-peratutran, dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan masalah dalam skripsi ini.3) 

Dari data yang diperoleh dengan melakukan penelitian 

kepustakaan (library research). Data sekunder yang digunakan dalam  

penelitian ini dibedakan menjadi : 3  

a. Bahan Hukum Primer  

Adalah bahan hukum yang mengikat, yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perundang- undangan yang berlaku;  

b. Bahan Hukum Sekunder  

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah karya ilmiah, tulisan ilmiah, surat kabar, dan 

buku-buku pedoman hukum;  

c. Bahan Hukum Tertier  

Adalah bahan hukum yang memberikam petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  

                                                           
5 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1984, hal 

9. 
6 Soejono Soekamto, 1996, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Hal. 
52.   
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Pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tektual baik data 

berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun hukum 

tertier untuk kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan, dan 

diajukan saran-saran. 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 

 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut: 

 BAB I  : PENDAHULUAN  

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang 

lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, 

serta sistematika penulisan. 

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA  

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat 

kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, 

Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur tindak pidana, jenis-

jenis sanksi pidana dan pengertian senjata api 

BAB III : PEMBAHASAN  
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A. Sanksi pidana terhadap pemilik senjata api legal yang 

disalahgunakan,yang mengakibatkan matinya seseorang ? 

B. Upaya pencegahan supaya tidak terjadi penyalahgunaan 

senjata api legal 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang 

dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

       L A M P I R A N 
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